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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANG
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 800/ 01 /SK/DP-LK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program, k;:glhat?nt:&}]‘na}ﬁ:
kegiatan pada Dinas Pangan Kabupaten .Luna Puluh Ko e
Anggaran 2021, perlu Penunjukan Pejabat Pe!aksa;ji e
Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pangan Kabupaten Lima u
Tahun Anggaran 2021;

' b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud l;uru;ﬁ
diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pang
Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Llngkur}gan Daerah Provinsi
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
23);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengga_ra
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

i 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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9. . Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
g:::l;:nnhg (lgritnagnn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Ng;?‘?’r
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind'cmcs:a Nomlrjr S )
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dcng.'mm:d n g
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ui mim
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmtl:gnN an
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 %’3’”
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1 Standar

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang s

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndoncga

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pepgclolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 4578);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahl:m 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagmrpana telah dug
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdomap
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor
15);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 Nomor 1);

17.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2018 Nomor 81)

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 98 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 98);

19.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021 Nomor 2).
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Memperhaﬁkan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;

2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :
Menelapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas

Pangan Kabupaten Lima Puluch Kota Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu
kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK))
sebagai berikut :

1. Tugas:
a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,

c. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun
dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

2. Tanggung Jawab :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab
dalam pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran atau
Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA - Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 04 Januar 2021

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tembusan, kepada Yth :

Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak:

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;

Yang bersangkutan.,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

800/ 0L [SK/DP-LK/2021
04 JANUARI 2021
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TE

TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

KNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2.

3.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Sub Kegiatan :
Il

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
SKPD

. Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Jabatan dalam Besaran
No | Nama, NIP, Jabatan Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan TMT | Anggaran | Honor/ g,
BN (Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. | SYAHRUL WADI, S.P, M.E. | Pejabat Pelaksana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 04 3.024.968.648,- 875.000.-
197606042003121002 Teknis Kegiatan Kabupaten/Kota Januari
Kasubag Umum dan (PPTK) a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan 2021 _
Kepegawaian
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Daerah.
Sub Kegiatan :

Il
2,

3.

6.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN.

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD.

. Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran
SKPD.

Penyusunan Pelaporan dan Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Sub Kegiatan :

15

2

3.
4.

.
6.

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan.

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD.

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :

1.

Pengadaan Mebel.
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AJ € "‘E —J-..Wﬂe_lg Ja sa Pe _I‘ﬂ Urusan
Pemenntah Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Mer ”

2. Penyediaan Jasa Komu Er E!__x. r Daya |
Air dan Listrik i

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |

{ Kegiatan : Pemeliharaar. Barang Millk Daerah |

Penunjang Urusan Pemenntah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Penzinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya.
. | Hy. YUSNIDA, R, S.P. Pejabat Pelaksans | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan 04 460.790.380,.- | 650.000, |
1967 1230 1989032004 Teknis Kegiatan Pangan Masyarakat . Januari
Kepala Seks: Keamanan (PPTK) a. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan 2021
Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan

K=butuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Sub Kegiatan :

L ?ﬂuﬂ&gg Berbasis Sumber Daya

b. In-'nnl Pelaksanaan Pencapaian Target
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai
dengan Angka Kecukupan Giz.

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi
Pangan Perkapita Pertahun

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penganekaragaman Konsumsi Pangan _
Berbasis Sumber Dayz lokal _




{

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per
Tahun.

Program Pengawasan Keamanan Pangan
a. Keglatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan

Pangan Segar Daerah Kabupaten /Kota.

Sub Kegiatan :

1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan
Segar Daerah Kabupaten/Kota

2. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian
Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah Kabupaten /Kota.

3.  HASNAH, SP
' 19791012 200604 2 016
' Kepala Seksi Ketersediaan
| Pangan

@

Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan
(PPTK)

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk
Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
a. Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan
Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai
Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2. Penyediaan Infrastruktur Pendukung
Kemandirian Pangan Lainnya
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
Infrastruktur Logistik
4. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan
Kebutuhan Infrastruktur Pendukung
Kemandirian Pangan

04 1.503.490.000-
Januari
2021

800.000,-
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" | Program Peningkatan Diversifikas! dan
Pangan Masyarakat. |
a. Keglatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan W
Pokok atau Pangan Lainnya Sesusi dengan
Kebutuhan Daerah Kabupaten [Kota dalam
rangka Stabilisasi Pasokan dan Hargs Pangan
Bub Keglatan @
1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan
Neraca Bahan Makanan
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Distribusi Pangan Pokok dan Pangan
Lainnya
3. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
:mﬁ%&.ﬂ%n dan Toko Tani Indonesia
b. Keglatan : Pengelolaan dan Keseimbangan
Cadangan Pangan Kabupaten [Kota,
Bub Keglatan :
1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
Kabupaten [Kota
2. Pemeliharazn Cadangan Pangan Pemnerintah
Kabupaten [Kota.

Program Penanganan Kerawanan Pangan
a. Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan
Ketahanan Pangan Kecamatan
Sub Kegiatan :
1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
b. Kegiatan : Penanganan Kerawanan
PanganKewenangan Kabupaten /Kota
Sub Kegiatan :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

e S .
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